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ABSTRAK

Wahyu Rossandi/222015283/2019/Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib
Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan rata-rata
petumbuhan wajib pajak terdaftar, ketika sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperlukan
adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
mengalami peningkatan dan penurunan yang siknifikan pada penerapannya, kemudian sebelum
diterapkannya PP. No. 23 tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya
sebesar 8,88% untuk wajib pajak, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang
patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan setelah diterapkannya PP. No. 23
Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar hanya sebesar 5,7% untuk wajib
pajak, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu sehingga peningkatan dalam pertumbuhan wajib pajak tidak maksimal
dari sebelum penerapan peraturan ini.

Kata kunci : Wajib Pajak, PPh Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
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Abstract

Wahyu Rossandi/222015283/2019/The Analysis of Tax Revenue and Growth of Taxpayer Before
and Afier the Application of Government Regulation Number 23 in 2018 at KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu

This research aimed 1o determine the income of PPh Article 4 Paragraph (2) and the average
growth of registered taxpayers, when before and afier the application of Government Regulation
Number 23 in 2018 at KPP Pratama Palembang seberang ulu. The method used in this research was
quantitative descriptive. Data collection was conducted through interview and documentation. The
data needed was secondary data. The result of this research indicated that the income of PPh Article
4 Paragraph (2) had significant increases and decreases in its application, then before the PP is
applied. No. 23 of 2018 the average growth in the number of registered taxpayers was only 8.88%
Jor taxpayers, this was caused there were many taxpayers who were not obedient in carrying out
their tax obligations. Whereas afier the application of PP. No. 23 in 2018 the average growth in the
number of registered taxpayers and the receipt of income tax Article 4 paragraph (2) was only 5.7%
Jor taxpayers this was due to lack of socialization conducted by KPP Pratama Palembang Seberang
Ulu so that the increase in the growth of taxpayers was not optimal than before the application of
this regulation.

Keywords: Taxpayers, PPh Article 4 Paragraph (2), Government Regulation Number 23 in 2018
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan yang diperoleh suatu negara berasal dari dalam atau
luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian
Indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada
penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri
hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang
menjadi sumber dana pertama dan sangat berpotensi dalam mendanai
pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Pajak yang ada di Indonesia menjadi sektor yang memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan
dengan penerimaan bukan pajak. Beberapa upaya yang telah dilakukan
pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan
penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax
reform). Sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah terus
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor
pajak. Tujuan utama dari reformasi pajak adalah salah satu upaya yang
dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Tahun
1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan
pajak dari official assessment system menjadi self assessment system.

Dengan penerapan self assessment system pemerintah mengharapkan agar



penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan
sistem pemungutan pajak self assessment akan efektif apabila kepatuhan
sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar.
Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak.
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang
sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi
tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai
umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa
diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini
mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya
jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.
Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan
negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan.
Masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak
sedikit yang menghindari kewajiban tersebut. Kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan
penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu
mendapatkan perhatian. Hal ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak

yang terjadi setiap tahun.



Kenyatannya, kepatuhan dan tingkat pertumbuhan wajib pajak di
Indonesia masih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman pajak dari
wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan
reformasi pajak dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak
Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam
UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi
Wajib Pajak badan untuk menghitung jumlah PPh Badan terutangnya.

Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018, pemerintah dalam hal ini melalui Dirjen Pajak menerapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) tentang
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, guna menghitung
besaran pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak UMKM yang ada di
Indonesia. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib
pajak badan dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang
bersifat Final dengan penetapan satu tarif tunggal dan sangat mudah
diingat yaitu tarif pajak 1% dari penjualannya. Peraturan ini mulai berlaku
sejak 1 Juli 2013 sampai dengan bulan Juli 2018.

Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada
wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia dapat membayarkan pajaknya

berdasarkan dari peraturan yang dibuat tersebut. Namun masih banyak dari



wajib pajak UMKM yang belum maksimal untuk membayarkan pajaknya
dengan sesuai pendapatan yang mereka terima.

UMKM menjadi unsur penopang perekonomian Indonesia karena
kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan
merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Tidak
hanya di Indonesia, UMKM pun menjadi unsur penopang perekonomian
setiap negara di dunia. Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia
merupakan UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB hampir
50%.

Mendorong dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara
sukarela untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan wajib pajak serta
mendorong kontribusi penerimaan kas Negara dari UMKM dalam hal ini
pendapatan pajak, pada tahun 2018 pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 (PP. No. 23/2018) tentang pajak penghasilan atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolen Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun
pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu tarif
tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 0,5% dari penjualannya.

Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.



Aturan PP. No. 23 Tahun 2018 pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud biasanya digunakan untuk kelompok hard to tax yaitu dalam hal
ini UMKM vyang kurangnya dalam pemahaman pajak melaksanakan
kewajiban pajaknnya. Sehingga dengan aturan ini diharapkan penerimaan
yang dikumpulkan dapat optimal tanpa memberatkan Wajib Pajak maupun
fiskus.

Sebagai kebijakan pajak baru, PP. No. 23 Tahun 2018 diharapkan
bisa mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Kebijakan ini dapat
memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak
sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka terutang pajak dan ikut
melakukan pembayaran pajak dan dalam hal ini institusi yang ditunjuk
oleh pemerintah dalam melakukan segala aktivitas tentang perpajakan
yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Direktor Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal
dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang
perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memilih unit kerja kantor pusat dan
unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 1998 kantor pusat
Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 direktorat dan 2
pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri
dari 1 sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 pusat. Sedangkan unit kerja
vertikal didaerah meliputi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak,

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan



Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 kantor wilayah
Direktorat Jenderal Pajak diseluruh Indonesia, salah satunya kantor
wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak
daerah yang membawahi beberapa kantor pelayanan penyuluhan dan
konsultasi perpajakan serta satu kantor pelayanan pajak madya. Wilayah
kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel)
meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Seberang Ulu adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak
yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat
baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam
lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu.

Sebagai institusi pembuat dan pelaksana kebijakan pajak,
Direktorat Jenderal Pajak hendaknya selalu berupaya untuk melakukan
evaluasi serta pengkajian terkait kebijakan tersebut. Dengan harapan
kebijakan yang akan dibuat dan diluncurkan di kemudian hari dapat lebih
baik dan sesuai bagi seluruh Wajib Pajak daripada kebijakan sebelumnya.
Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak

dan diresmikan oleh Pemerintah PP. No. 46/2013 yang diresmikan tahun



2013 sudah berkontribusi dalam penerimaan pajak sama halnya dengan
PP. No. 23/2018 yang baru saja diresmikan pemerintah pada tahun 2018
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan pajak yang
lebih maksimal dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut
ini data penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam penerapan PP. No.

46/2013 dan PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang

Ulu.

Tabel 1.1

Data penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Penerapan PP. No. 46/2013 dan

PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

PP. No. 46 Tahun 2013 PP. No. 23 Tahun 2018
2018 Penerimaan PPh Pasal 4 | Penerimaan PPh Pasal 4
Ayat (2) Ayat (2)
Januari 570.584.894
Februari 435.952.121
Maret 515.211.309
April 902.144.766
Mei 549.501.881
Juni 409.743.954
Juli 419.185.001
Agustus 359.237.087
September 367.588.882
Oktober 381.319.609
November 348.484.024
Desember 582.766.019
Total 3.383.138.925 2.458.580.622

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa sebelum
diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
mengalami penurunan. Penurunan tersebur terlihat dari bulan Mei sebesar
Rp.549.501.881 penerimaan pajak menjadi Rp.409.743.954 penerimaan

pajak pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah



diberlakukannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)
kenaikan sebesar Rp.9.441.047 dari Rp.409.743.954 di bulan Juni 2018
menjadi Rp.419.185.001 di bulan Juli 2018. Lalu penurunan penerimaan
pajak terus terjadi dari bulan Agustus sampai bulan November sebesar
Rp.348.484.024 penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang
melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1%
itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya
(Hendra, 2018). Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati
perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya Presiden ingin perubahan
tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun itu tidak disetujui oleh
Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan
pemerintahan (Supriatin, 2018).

Berikut ini data pertumbuhan wajib pajak terdaftar dalam
penerapan PP. No. 46/2013 dan PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama

Palembang Seberang Ulu.



Tabel 1.2
Data Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar dalam Penerapan PP. No. 46/2013 dan
PP. No. 23/2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

2018 PP._I_\Io. 4§ Tahun 2013 PP._!\Io. 2:_% Tahun 2018
Wajib Pajak Terdaftar | Wajib Pajak Terdaftar
Januari 1.127
Februari 1.071
Maret 1.791
April 1.511
Mei 1.114
Juni 846
Juli 1.244
Agustus 1.289
September 1.223
Oktober 1.434
November 1.384
Desember 1.609
Total 7.460 8.183

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa sebelum
diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak
terdaftar mengalami penurunan. Penurunan tersebur terlihat dari bulan
Maret sebesar 1.791 wajib pajak terdaftar menjadi 846 wajib pajak
terdaftar pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah
diberlakukannya PP. No. 23 Tahun 2018, tingkat pertumbuhan wajib pajak
terdaftar mengalami pertumbuhan sebesar 398 dari 846 di bulan Juni 2018
menjadi 1244 di bulan Juli 2018. Peningkatan tersebut terus meningkat
sampai akhir tahun 2018 sebesar 1609 wajib pajak terdaftar. Hal ini
disebabkan karena tarif yang berlaku di PP. No. 23 Tahun 2018 lebih kecil

(0.5%) bersifat final.
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Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan
wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara
yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak
UMKM vyakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan
pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada
tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo
Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli
2018 (www.pajak.go.id).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas pada penerapan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) dan
penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP. No. 23/2018)
dalam penerimaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palembang Seberang Ulu. Maka penulis terinspirasi untuk
melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Analisis Penerimaan
Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP

Pratama Palembang Seberang Ulu”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dapat

dikemukakan rumusan masalah yaitu:
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Bagaimanakah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan
sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu ?

Bagaimanakah laju pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah
penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang

Seberang Ulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.

Untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan
sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan wajib pajak sebelum dan
sesudah penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama

Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1.

Bagi penulis
Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin

diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.
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Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap
perusahaan agar dapat memaksimalkan kontribusi dalam melaporkan
pajaknya.

Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi
almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-

pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut di wilayah lain.
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